&

Internasional

Masriyani, S.H., M.H -
Tresya, S.H., M.H ‘




0858 53431992 || ‘
eurekamediaaksara@gmail.com

JL. Banjaran RT.20 RW.10

Bojongsari - Purbalingga 53362

T

786231 201164




HUKUM INTERNASIONAL

Nella Octaviany Siregar, S.H., M.H

Masriyani, S.H., M.H
Tresya, S.H.,, M.H

¥4

evreka
media akrara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA



HUKUM INTERNASIONAL

Penulis : Nella Octaviany Siregar, S.H., M.H
Masriyani, S.H., M.H
Tresya, S.H.,, M.H

Desain Sampul : Ardyan Arya Hayuwaskita
Tata Letak : Hikmah Millenia Saputri
ISBN : 978-623-120-116-4

Diterbitkan oleh : EUREKA MEDIA AKSARA, JANUARI 2024
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

ii



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT., atas berkat
rahmat dan karunianya sehingga kami dapat menyelesaikan buku
dengan judul “Hukum Internasional” tepat pada waktunya.

Penyusunan buku ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan
beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak
terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan
membimbing dalam proses penyusunan buku, serta semua pihak
yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis berharap bahwa buku ini dapat bermanfaat bagi kita
semua. Penulis juga menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kata
sempurna dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis
senantiasa mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi
penyempurnaan buku yang penulis susun berikutnya.

iii



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....irtrctceitncesssesenssssssssnsssseasanes iii
DAFTAR ISLuuiceiiricrenninnneeensnssenensissssesesnssssssesssnssssssssnssssssesssnes iv
BAB 1 PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL..........ccceunuuee 1
A. Definisi dan Sifat Hukum Internasional.......................... 1
B. Sejarah Perkembangan Hukum Internasional................ 4
C. Sumber-Sumber Hukum Internasional ......................... 21
BAB 2 SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL.......ccocevevvimrunrirennnnne 45
A. Negara Sebagai Subjek Hukum Internasional.............. 45
B. Organisasi Internasional.............cccccooeivnininninncnnn, 50
C. Subjek Hukum Internasional Lainnya..........c..cccccocu.e. 53

BAB 3 TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM HUKUM
INTERNASIONAL.......coeererererererererereeeeeesessessesssssssns 64
A. Munculnya Pertanggungjawaban Negara..................... 64
B. Sifat Tanggung Jawab Negara...........cccccevereincinencnns 67

C. Macam-Macam Tanggung Jawab Negara Dalam
Hukum Internasional............ccccccoiviiiinniiniiinn, 71
D. Pengecualian / Pembebasan Diri Dari Tuntutan

Pertanggungjawaban .............cccocooviininiinnniin, 75

E. Exhaustion Of Local Remedies ............ccoooveevivinneccinnnnnes 77

BAB 4 WILAYAH DAN BATAS NEGARA........eeierercnenenen. 80
A. Konsep Wilayah dalam Hukum Internasional.............. 80

B. Pembagian Wilayah Laut dan Udara .........ccccoccceuenenee. 85

BAB 5 HUKUM DIPLOMATIK .......covviirirenirninernsnniisencnsnssisesnanns 92
A. Pendahuluan..........ccccocoovviviiiiiniii, 92

B. Sumber-Sumber Hukum Diplomatik ........c.cccceoveveunncns 96

C. Kekebalan Diplomatik dan Konsuler .......................... 121

BAB 6 HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL . .........cceeunuee 128
A. Pengertian Perjanjian Internasional...............c.ccc......... 128

B. Kewenangan Membuat Perjanjian Internasional........ 135

C. Urgensi Perjanjian Internasional dalam Hubungan
Internasional ............cccoviiiiiiiiiiiii 138

D. Proses Pembentukan Perjanjian Internasional dan
Mulai Berlakunya Perjanjian Internasional................. 139

iv



E. Kewajiban Untuk Melaksanakan, Penerapan,
Penafsiran, Amandemen dan Modifikasi Perjanjian
Internasional..........ccocccveoiniiniiiniinccceee 142

F. Ketidaksahan, Penundaan dan Pengakhiran Suatu

Perjanjian Internasional............cccocccvveinecninninennne 144
BAB 7 SENGKETA INTERNASIONAL.......ccecevetrrrrrrernrrnenssnnenens 146
A. Pengertian Sengketa Internasional.............ccccoeenine. 146

B. Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi, Mediasi, dan
KOonsiliasi .....ccoveueveeuiriciiiciiciiiiicccccccee 148
C. Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase dan

Pengadilan Internasional............cccccoeinecinccininennnn. 150
BAB 8 HUKUM LAUT INTERNASIONAL .......ccovuruireernrnnnenens 159
A. Umum dan Pengantar Sejarah............cccccceceniininns 159
B. Hukum Laut Menurut Rezim yang Dibentuk oleh
UNCLos 1982.......uiiiiiiiiciceceee e 190
BAB 9 HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
INTERNASIONAL ....coieriieiirerienenieessessssenssenssesnssesnssens 237
A. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia..................... 237
B. Instrumen-Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional
242
C. Mekanisme Pemantauan Hak Asasi Manusia
Internasional............ccccciiiiiiiiiiie, 300
BAB 10 HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL................ 337
A. Definisi dan Prinsip Pokok Hukum Humaniter
Internasional..........cccocccveoiriiniiiinincceeee e 337
B. Sumber-Sumber Hukum Humaniter Internasional ... 340
C. Sejarah Hukum Humaniter Internasional .................. 346
D. Penggunaan Kekuatan Dan Intervensi Militer........... 359
E. Perlindungan Korban Perang dan Pengungsi............ 386
F. Tanggung Jawab Negara Dan Individu Dalam Situasi
Konflik Bersenjata ...........cccoccoeviiicincninicniiceeee 457
DAFTAR PUSTAKA .....oviiriiriinreinsenssinessnessnisesesessessssessanes 489
TENTANG PENULIS .....ccuvirieriiirinniinsirenisesesensssesessssssssesens 495



CO—0D°

HUKUM INTERNASIONAL

Nella Octaviany Siregar, S.H., M.H

Masriyani, S.H., M.H
Tresya, S.H.,, M.H

<05

vi



BAB
PENGANTAR HUKUM
INTERNASIONAL

A. Definisi dan Sifat Hukum Internasional
1. Definisi Hukum Internasional

Hukum Internasional (international law) atau hukum
internasional public (public international law) merupakan
istilah yang lebih populer digunakan saat ini dibandingkan
istilah Hukum Bangsa-Bangsa (law of nations), hukum antar
negara (inter state law). Dua istilah tersebut terakhir ini
ditinggalkan karena dianggap tidak sesuai lagi dengan
kebutuhan. Hukum internasional saat ini tidak hanya
mengatur hubungan antar bangsa atau antar negara saja.
Hubungan internasional sudah berkembang pesat
sedemikian rupa sehingga subjek-subjek negara tidaklah
terbatas pada negara saja sebagaimana di awal
perkembangan hukum internasional. Berbagai organisasi
internasional, individu, perusahaan transnasional, Vatikan,
belligerency, merupakan contoh-contoh subjek non negara.

Menurut ~ Mochtar ~ Kusumaatmadja, = hukum
internasional (public) adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan
asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan-
persoalan yang melintas batas negara-negara (hubungan
internasional) yang bukan bersifat perdata.! Dari pengertian
yang diberikan Mochtar Kusumaatmadja tersebut tampak
bahwa hubungan internasional tidaklah terbatas hubungan
yang dilakukan oleh antar negara saja, tetapi dapat dilakukan

1 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Buku I
Bagian Umum, (Jakarta: Binacipta, 1982), cetakan keempat, hlm. 1



BAB

SUBJEK HUKUM
INTERNASIONAL

A. Negara Sebagai Subjek Hukum Internasional

Negara adalah subjek hukum yang paling utama,
terpenting dan memiliki kewenangan terbesar sebagai subjek
hukum internasional. Mengenai istilah “negara” itu sendiri tidak
terdapat definisi yang tepat, tetapi dengan melihat kondisi-
kondisi modern saat ini, dapat ditentukan karakteristik-
karakteristik pokok dari suatu negara. Pasal 1 Konvensi
Montevideo 1933 mengenai hak-hak dan kewajiban Negara
mengemukakan karakteristik-karakteristik berikut ini:

“negara sebagai pribadi hukum internasional harus

memiliki syarat-syarat berikut:

1. Penduduk tetap;

2. Wilayah yang tertentu;

3. Pemerintah;%

4. Kemampuan untuk melakukan hubungan-hubungan

dengan negara-negara lain

4 Yaitu suatu pemerintah yang sudah biasa dipatuhi penduduk.
Pemerintah yang untuk sementara terasing selama sebuah negara agresor
melakukan pendudukan secara militer, tidak mengakibatkan lenyapnya
negara itu; bandingkan kasus-kasus pemerintah dalam pengasingan
(misalnya Norwegia) selama Perang Dunia II 1939-1945, yang telah
mengeluarkan dekrit-dekrit, mengambil bagian dalam konferensi-
konferensi internasional dan menanda-tangani perjanjian-perjanjian atas
nama negaranya: lihat Netherlands v Federal Reserve Bank of New York 201 F
(2d) 455 (1953)
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BAB TANGGUNG JAWAB

A.

NEGARA DALAM
HUKUM
INTERNASIONAL

Munculnya Pertanggungjawaban Negara

Prinsip kedaulatan negara dalam hubungan internasional
sangatlah dominan. Negara berdaulat yang satu tidak tunduk
pada negara berdaulat yang lain. Negara mempunyai
kedaulatan penuh atas orang, barang, dan perbuatan yang ada
di teritorialnya. Meskipun demikian, tidaklah berarti bahwa
negara dapat menggunakan kedaulatan itu seenaknya sendiri.
Hukum internasional telah mengatur bahwa di dalam
kedaulatan terkait di dalamnya kewajiban untuk tidak
menyalahgunakan kedaulatan tersebut. Karenanya suatu negara
dapat dimintai pertanggungjawaban untuk tindakan-tindakan
atau kelalaian yang melawan hukum.

Dalam interaksinya satu sama lain amat besar
kemungkinannya negara membuat kesalahan ataupun
pelanggaran yang merugikan negara lain, di sinilah muncul
pertanggung-jawaban negara tersebut.® Pertanggungjawaban
negara dalam hukum internasional pada dasarnya
dilatarbelakangi pemikiran bahwa tidak ada satu pun negara
yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak
negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain
menyebabkan negara tersebut wajib untuk memperbaikinya

6 Mohammad Burhan Tsani, Hukum dan Hubungan Internasional,

Liberty, Yogyakarta, 1990, cetakan pertama, hlm. 47
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BAB

A.

80

WILAYAH DAN BATAS
NEGARA

Konsep Wilayah dalam Hukum Internasional

Wilayah merupakan atribut yang sangat penting bagi
eksistensi suatu negara. Di atas wilayahnya negara memiliki
hak-hak untuk melaksanakan kedaulatan atas orang, benda juga
peristiwa atau perbuatan hukum yang terjadi di wilayahnya.
Namun demikian, atas wilayahnya negara wajib untuk tidak
menggunakannya bagi tindakan-tindakan yang membahayakan
perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 7 Draft Deklrasi
PBB tentang hak-hak dan kewajiban negara 1949). Dalam
kaitannya dengan wilayah negara wajib untuk tidak mengakui
wilayah-wilayah yang diperoleh dengan kekerasan (Pasal 12
Draft Deklarasi PBB tentang hak-hak dan kewajiban negara
1949).

Daratan suatu negara terdiri dari darat (bagian wilayah
yang kering) serta perairan daratan yang terdiri dari sungai dan
danau. Daratan suatu negara dapat merupakan daratan awal
suatu negara atau wilayah tambahan negara tersebut. Luas
daratan awal dapat terjadi atau ditentukan oleh tindakan atau
pernyataan sepihak suatu negara ketika memproklamir-kan
kemerdekaannya, oleh perjanjian internasional, suatu kebiasaan
internasional ataupun akan ditentutkan oleh perkembangan
setelah negara itu terbentuk. Sebagaimana terjadi pada Israel
dan Polandia yang wilayah daratan awalnya belum pasti saat
merdeka. Berbagai perjanjian internasional pada umumnya
dibuat oleh negara untuk masalah perbatasan wilayahnya di



BAB

HUKUM DIPLOMATIK

A. Pendahuluan

Hukum diplomatik merupakan kata atau istilah yang
tidak asing lagi didengar, beberapa pemberitaan baik di media
elektronik maupun di media cetak tidak sedikit memberitakan
masalah diplomatik. Persoalan diplomatik walaupun tidak
banyak orang yang tertarik untuk membahas, kata “diplomatik”
selalu dihubungkan dengan persoalan Iuar negeri dan
pembahasannya pun bagi sebagian orang seperti mengawang-
awang, namun terlepas dari itu, kita tidak dapat menghindar
dari pembahasan tentang diplomatik. Apalagi dewasa ini,
sumber informasi sangatlah banyak dan banyak pula
pemberitaan yang membahas tentang masalah-masalah politik
luar negeri dan hubungan antar negara.

Sejarah membuktikan bahwa sifat hubungan antara
negara dengan negara lain senantiasa berubah-ubah menurut
perubahan masa dan keadaan, tetapi cara memelihara dan
menghidupkan perhubungan itu adalah satu, yaitu dengan
mempergunakan cara diplomasi. Dan dengan adanya
perwakilan diplomatik ataupun legasi-legasi, pos-pos yang
tetap, menimbulkan kebutuhan untuk menciptakan kelas satu
golongan pegawai baru yang disebut diplomat. Tetapi
pemakaian istilah diplomat dan diplomasi baru menjadi umum
pada kira-kira abad ke-18.%° Pengertian “hukum diplomatik”

85 J.Badri, Perwakilan Diplomatik dan Konsuler, Tintamas, Jakarta, 1960,
hlm. 19. Dikutip dari Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, Hukum
Diplomatik, Kekebalan dan Keistimewaan, Angkasa, Bandung, 1986, hm. 13
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BAB

A.

HUKUM PERJAN]JIAN
INTERNASIONAL

Pengertian Perjanjian Internasional

Salah satu aspek yang menyebabkan lahirnya hukum
internasional adalah adanya hubungan yang intensif yang
dilakukan oleh masyarakat bangsa-bangsa dan karena adanya
kesamaan prinsip-prinsip hukum yang dimiliki oleh negara-
negara.!?”” Hubungan antar negara terlembagakan dalam bentuk
perjanjian innternasional yang mengikat sebagai hukum bagi
negara-negara. Perjanjian internasional menurut Mochtar
Kusumaatmadja dirumuskan sebagai perjanjian yang diadakan
antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk
mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu. batasan
perjanjian  internasional = yang  disampaikan = Mochtar
Kusumaatmadja di atas memperlihatkan dua elemen penting
yang harus terpenuhi dalam suatu perjanjian internasional yaitu
dari aspek pelaku aktor pembauat perjanjian internasional yang
dilakukan oleh negara dan dari sisi substansi perjanjian
internasional itu menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat
bangsa-bangsa tadi yaitu hak dan kewajiban hukum yang lahir
dari perjanjian tersebut.

Paul Reuter merumuskan perjanjian internasional sebagai
berikut :

“a treaty is an expression of concurring wills attribute to two or

more subjects of international law and intended to have legal

effects under the international law”

107 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R Agoes, Pengantar Hukum

Internasional, Alumni, Bandung, 2003,
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BAB

A.

SENGKETA
INTERNASIONAL

Pengertian Sengketa Internasional

Sengketa (dispute) menurut Merrils adalah ketidak
sepemahaman mengenai sesuatu. Adapun John Collier &
Vaughan Lowe membedakan antara sengketa (dispute) dengan
konflik (conflict). Sengketa (dispute) adalah:116

A spesific disagreement concerning a matter of fact, law or
policy in which a claim or assertion of one party is met with
refusal, counter claim or denial by another.

Sedangkan konflik adalah istilah umum atau genus dari
pertikaian (hostility) antara pihak-pihak yang sering kali tidak
fokus. Dengan demikian, setiap sengketa adalah konflik, tetapi
tidak semua konflik dapat dikategorikan sebagai sengketa
(dispute).

Sengketa internasional adalah sengketa yang bukan
secara eksklusif merupakan urusan dalam negeri suatu negara.
Sengketa internasional juga tidak hanya eksklusif menyangkut
hubungan antar negara saja mengingat subjek-subjek hukum
internasional saat ini sudah mengalami perluasan sedemikian
rupa melibatkan banyak aktor non negara.

Permasalahan yang disengketakan dalam suatu sengketa
internasional dapat menyangkut banyak hal. Seperti sengketa di
Uni Eropa menyangkut kebutuhan integrasi politik yang lebih

116 John Collier & Vaughan Lowe, The Settlement of Disputes in

International Law, Oxfors University Press, 1999
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BAB

HUKUM LAUT
INTERNASIONAL

A. Umum dan Pengantar Sejarah

Tidak ada cabang hukum internasional yang lebih banyak
mengalami perubahan secara revolusioner selama empat dekade
terakhir, dan khususnya selama satu setengah dekade terakhir,
selain daripada hukum laut dan jalur-jalur maritim (maritime
highways). Penandatanganan akhir pada tanggal 10 Desember
1982, di Montego Bay - Jamaica, oleh sejumlah besar negara
(tidak kurang dari 118 negara) yang terwakili dalam Konferensi
PBB Ketiga tentang Hukum Laut 1973-1982 (UNCLOS) guna
menyusun suatu ketentuan hukum internasional yang
komprehensif berkaitan dengan hukum laut di bawah judul
Konvensi PBB mengenai Hukum Laut, mungkin merupakan
perkembangan paling penting dalam keselu-ruhan sejarah
ketentuan hukum internasional berkenaan dengan lautan bebas.
Dalam kaitan ini, yang perlu dikemukakan hanyalah bahwa
sebagian terbesar dari Konvensi, yang memuat ketentuan-
ketentuan hukum yang cukup penting di dalamnya, meskipun
hukum yang lama banyak yang berubah karenanya, saat ini
tampaknya menuntut konsensus umum dari masyarakat
internasional.130

130 Secara umum pokok permasalahan ini, termasuk dampak dari
UNCLOS 1982, tercakup dalam bahasan yang komprehensif dari
O’Connell, The International Law of the Sea Vol. 1 (ed: I.A Shearer, 1982) dan
Vol II (ed. LA. Shearer, 1984)
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BAB
HUKUM DAN HAK ASASI

MANUSIA
INTERNASIONAL

A. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
1. Latar Belakang

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan dengan
tujuan utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan,
dan dengan demikian mencegah perseng-ketaan atau konflik
bersenjata yang mewarnai hubungan internasional. Dua
perang dunia dalam jangka waktu hanya 30 tahun telah
memorak-porandakan Eropa Barat dan juga telah meluas ke
seluruh bagian dunia lainnya, termasuk Asia dan Pasifik.
Liga Bangsa-Bangsa, pendahulu PBB, telah
mengadvokasikan suatu sistem yang menjamin hak-hak
minoritas untuk melindungi bahasa, agama, dan budaya
tradisional dan rakyat perwalian yang hidup di bawah
kekuasaan asing (termasuk masyarakat yang dipindahkan
melintasi perbatasan, menyusul penetapan kembali batas-
batas negara-negara Eropa oleh negara-negara pemenang
perang).l”® Setelah Perang Dunia II, pendapat umum
cenderung lebih menginginkan suatu pendekatan yang lebih
luas dengan menyepakati hak-hak minimum yang harus
dapat dinikmati oleh setiap orang, apakah dia penduduk asli,
migran atau orang asing. Ini dianggap layak setelah
perlakuan terhadap individu-individu di Asia Tenggara dan
Eropa Tengah selama Perang Dunia II. Sudah terbukti betapa
sulitnya ~ meramalkan siapa yang membutuhkan

179 Perpindahan penduduk (transfer of population) yang terjadi,
misalnya, antara Yunani dan Turki
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BAB
HUKUM HUMANITER
1 O INTERNASIONAL

A. Definisi dan Prinsip Pokok Hukum Humaniter Internasional

HHI adalah seperangkat aturan yang berusaha membatasi
dampak kemanusiaan dari konflik bersenjata. Hukum ini sering
pula disebut sebagai hukum konflik bersenjata atau hukum
perang (jus in bello). Tujuan utama dari HHI adalah untuk
membatasi alat dan metode peperangan yang digunakan oleh
para pihak yang terlibat dalam konflik dan untuk menjamin
pelindungan dan perlakuan manusiawi terhadap orang-orang
yang tidak, atau tidak lagi, mengambil bagian secara langsung
dalam permusuhan. Singkatnya, HHI terdiri atas aturan-aturan
hukum internasional yang menetapkan standar kemanusiaan
minimum yang harus dihormati dalam situasi konflik
bersenjata.

HHI dirancang secara khusus untuk berlaku dalam situasi
konflik bersenjata. Oleh karena itu, pihak-pihak yang berperang
tidak dapat menjustifikasi kegagalan mereka menghormati HHI
dengan menggunakan dalih sifat kejam dari konflik bersenjata;
mereka harus mematuhi kewajiban kemanusiaan mereka dalam
segala situasi.1 Ini juga berarti bahwa HHI sama-sama mengikat
semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, terlepas
apapun motivasi atau sifat atau asal muasal konflik. Negara
yang menjalankan haknya untuk membela diri atau berusaha
sesuai dengan haknya wuntuk memulihkan hukum dan
ketertiban dalam wilayahnya harus sama hati-hatinya dalam
mematuhi HHI sebagaimana halnya negara agresor atau
kelompok bersenjata non-Negara yang beralih menggunakan
kekuatan, yang mana langkah tersebut sejatinya melanggar
hukum internasional atau nasional (kesetaraan pihak yang
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